
 

 

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2000 

 

TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

 

Menimbang  :  a.  Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan 

Pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan 

Otonomi Daerah, perlu dilakukan us ahausaha untuk 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang 

didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas khususnya 

sektor perikanan, Pemerintah Daerah memberikan jasa 

pelayanan kepada para pengusaha sektor perikanan berupa 

penyediaan tempat pendaratan kapal perikanan untuk 

dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan tambat labuh bagi kapal- 

kapal perikanan;  

c. Bahwa atas jasa Pemerintah Daerah dimaksud pada huruf b, 

dipandang perlu mengenakan retribusi;  

d. Bahwa untuk mengadakan dan melaksanakan pungutan 

dimaksud pada huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah.  

 

Mengingat  :  1.  Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);  

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Tahun 

1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);  

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );  

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3299); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3839);  



6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintan Pusat Dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara 

Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);  

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah 

dan Rancangan Keputusan Presiden;  

1O. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;  

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;  

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;  

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 

tentang Komponen penetapan tarif Retribusi;  

 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN.  

 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Perturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :  

a.  Daerah adalah Propinsi Lampung;  

b.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi lampung;  

c.  Gubemur adalah Gubemur Propinsi Lampung;  

d.  Pemerintah Kabupaten/kota adalah Pemerintah KabupatenIKota 

Se- Propinsi Lampung;  

e.  BupatilWalikota adalah BupatilWalikota Se-Propinsi Lampung;  



f. Kapal Perikanan adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis 

apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, 

atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, 

kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 

terapung yang berpindah-pindah;  

g. Tempat Pendaratan Kapal Perikanan adalah tempat-tempat yang 

ditetapkan oleh Gubemur untuk Tempat Pendaratan Kapal 

Perikanan;  

h. Tambat adalah tempat bersandar atau mengikat tali didermaga 

untuk melakukan kegiatan membongkar hasil tangkapan dan 

memuat bahan perbekalan untuk berangkat ke laut;  

i. Labuh adalah tempat bersandar atau mengikat tali ditempat 

tertentu yang bukan tempat bongkar dan muat untuk beristirahat 

dan menunggu keberangkatan ke laut atau yang menunggu naik 

dok atau dalam keadaan perbaikan/perawatan kapal;  

j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nema dan bentuk 

apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 

yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, 

bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya; 

k. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial 

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;  

1. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan yang selanjutnya 

dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan 

penyediaan tempat pendaratan kapal perikanan yang dimiliki dan 

atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;  

m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi;  

n. Masa retribusi adalah jangka waktu tetentu yang merupakan 

jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib 

Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kapal perikanan;  

o. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat 

disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi 

sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;  

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 

retribusi yang terutang;  

 

 



q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 

selanjutnya disingkat SKRDBT, adalah surat keputusan yang 

menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;  

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit 

retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak 

seharusnya terutang;  

s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan atau denda;  

t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap SKRD atau dokumen yang dipersamakan, 

SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;  

u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya 

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang -undangan 

retribusi Daerah;  

v. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya;  

w. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung; 

 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SOBJEK RETRIBUSI 

 

Pasal 2 

 

Dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan dipungut 

retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat 

pendaratan kapal Perikanan.  

Pasal 3 

(1)  Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pendaratan 

kapal Perikanan yang meliputi 

a. Penyediaan tempat tambat/menggunakan 

dermaga;  

b. Penyediaan tempat berlabuh.  

 

 

 



(2)  Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan 

tempat pendaratan kapal Perikanan yang dimiliki dan atau 

dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan 

Daerah (PD) dan pihak swasta  

 

Pasal 4 

 

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

tempat pendaratan kapal Perikanan.  

 

BAB III 

GOLONGAN RETRlBUSI 

 

Pasal 5 

 

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan digolongkan sebagai 

Retribusi Jasa Usaha.  

 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 

Pasal 6 

 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan ftekuensi dan jangka 

waktu pemakaian tempat pendaratan kapal Perikanan. 

 

BAB V 

PRISIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

 

Pasal 7 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 

didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang 

pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara 

efisien dan berorientasi pada harga pasar.  

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 8 

 

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang 

diberikan dan jangka waktu pemakaian.  

 


